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Wwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten
gkat Nomor | Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
rah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi
angkat Daerah Kabupaten Langkat, maka Peraturan Bupati Nomor
ahun 2012 tentang Lintas Koordinasi Pelaksanaan Tugas Asisten
retaris Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat
u direvisi;

ahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf
. perlu menetapkan Peraturan Bupati Langkat tentang Lintas
rdinasi Pelaksanaan Tugas Asisten Sekretaris Daerah di
ingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.

Undang - Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan
ah Otonomi Kabupaten — Langkat dalam Lingkungan Propinsi
umatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
mor 58);
dang — Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
raturan  Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
esia. Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
Undang — Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
gara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 69
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899);
Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
~ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015
‘Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan
Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Binjai ke Stabat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);




6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas
- Wilayah Kotamadya Daerah tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah
Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang
~ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11,
- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
- Pembinaan dan Pengaturan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165,
~ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
- Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
- Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
- 4741,
). Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 23 Tahun 2007 tentang
- Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat,
- sebagian telah diubah dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015
- (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan
~ Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah
~ Kabupaten Langkat Tahun 2009 Nomor 1, Lembaran Daerah
~ kabupaten Langkat Nomor 3).

MEMUTUSKAN

RATURAN BUPATI TENTANG LINTAS KOORDINASI
ELAKSANAAN TUGAS ASISTEN SEKRETARIAT DAERAH DI
INGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

g dimaksud dengan :

erah.

| adalah Perangkat dari Departemen atau Lembaga Pemerintah Non
empunyai lingkungan kerja di Daerah Kabupaten Langkat antara lain
an dan Tata Ruang, Kantor Kementerian Agama, Perusahaan Listrik

munikasi, Bank Pemerintah/Swasta, Badan Pusat Statistik (BPS).

] ah upaya yang dilaksanakan oleh Asisten guna mencapai keselarasan,
aduan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan antar
, dan antara Pemerintah Daerah dengan Instansi Vertikal agar tercapai hasil
na yang sebesar-besarnya.



| BAB II
LINTAS KOORDINASI ASISTEN

Pasal 2

g, tugas dan kewajibannya Asisten menyelenggarakan tugas Lintas
1 antar Perangkat Daerah, dan antara Perangkat Daerah dengan Instansi

Pasal 3

Praja;
Tata Ruang;
sa dan Politik;

Pasal 4

u nomi Pembangunan dan Sosial dalam melaksanakan Lintas Koordinasi

Kelautan;
Transmigrasi;

ta Elektronik dan Sandi Telekomunikasi;
| Pemerintah Kabupaten Langkat.



Pasal 5

dalam melaksanakan Lintas Koordinasi membawahi :
bangunan Daerah;
angan dan Aset Daerah;

2

ip dan Dokumentasi;
igkapan;

BAB 111
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

an ini, maka Peraturan Bupati Langkat Nomor 01 Tahun 2012
aturan Bupati Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lintas Koordinasi

Sekretaris Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat
berlaku.

1 dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini
1 Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 7] Mal o
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